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PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : -f5D TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN 

GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2021, Ketentuan lebih lanjut 

mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas ,yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan 

Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

1. 

2. 

Kaur; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 

Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Ten tang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 64 77); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 
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Menetapkan 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kaur Nomor 09); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

2020 Nomor 270); 

18. Peraturan Bupati Kaur Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 

Nomor 888); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

TAHUN 2021 KEPADA PEGAW AI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

KAUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten kaur. 

2. Bupati adalah Bupati Kaur. 

3. Pejabat Negara adalah Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur serta pejabat 

negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota 

DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Kaur. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga 

negara Indonesia yang ditetapkan telah lulus seleksi penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil namun belum sepenuhnya menerima haknya sebagai 
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7. Pejahat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD. 

9. Surat Perintah Memhayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerhitan surat perintah pencairan dana atas Behan 

pengeluaran DPA-SKPD. 

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sehagai dasar pencairan dana atas Behan APBD. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 2 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diherikan kepada: 

a. PNS dan calon PNS; 

h. Bupati dan Wakil Bupati; dan 

c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 3 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tidak diherikan kepada PNS, sehagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dalam 

hal: 

a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 

h. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah haik di dalam negeri maupun di 

luar negeri yang gajinya dihayar oleh instansi tempat penugasan. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, 

sehagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf c terdiri atas : 

a. gaji pokok; 

h. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; dan 

d. tunjangan jahatan atau tunjangan umum. 

sesuai jahatannya dan/ atau pangkatnya. 

Pasal 5 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, paling hanyak sehesar akumulasi dari Uang 

Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jahatan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undan an an mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota 
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Pasal 6 

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas: 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; dan 

d. tunjangan umum. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam p al 
2 

·d 

as , 

ti ak termasuk : 

a. Tunjangan kinerja; 

b. Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain· 
' 

c. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain· 
' 

d. Insentif kinerja; 

e. Insentif kerja; 

f. Tunjangan pengelolaan arsip statis; 

g. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan 

lain yang sejenis; 

h. Tunjangan pengamanan; 

1. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan; 

J. Tambahan penghasilan bagi guru PNS; 

k. Insentif khusus; 

I. Tunjangan khusus; 

m. Tunjangan selisih penghasilan; dan 

n . Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang

undangan atau peraturan internal instansi pemerintah. 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan 

paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum 

dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal 

Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 

untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021. 

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 untuk 1 (satu) 

----=~ ~ ~:;fflmtit{ulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan 
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Pasal 9 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling 

cepat pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat 

dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuru 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 

untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 . 

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 untuk 1 (satu) 

bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan 

selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas. 

(1) 

Pasal 10 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 

BAB III 

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 11 

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan 

pada masing-masing DPA SKPD. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

penerbitan SPM-LS oleh pengguna anggaran dan kemudian mengajukan 

SPM-LS tersebut ke BUD. 

(3) BUD melakukan uji kelayakan secara administratif terhadap pengajuan SPM

LS sebagaimana dimaksud pada ayat {2) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Pengeluaran 

SKPD dan selanjutnya diteruskan ke rekening penerima. 

(4) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada 

------lP~....._~ ~-:--::11'erundang-undangan tentang pedoman teknis pengelolaan 
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Pasal 12 

(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji 

Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera 

menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan/ a tau Gaji Ketiga 

Belas ke kas daerah. 

(2) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari 

Raya atau Gaji Ketiga Belas. 

BABIV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 
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Jiundangkan di Bintuhan 
'8.Cla tanggal, 3/ me.1 2021 

~KR RIS DAERAH 

KABU N KAUR, 

H.NANDA UNADI 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal, 3 rne; 2021 

~ BUPATI<.:KAUR, 1 

~ GUSRIL PAUSI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR: 938 


